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SALINAN .

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Menimbang : a.

Mengingat :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT Il KEDIRI NOMOR 12 TAHUN 1991

TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN

[en—y

BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II KEPADA
PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah, Pemerintah Desa mendapat Bagian dari Pajak dan

Retribusi ;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu

membenfuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 199] tentang
Peﬁyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I

kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesm Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesm Nomor 9) ;

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);



10.

13

12.

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3848) ;

. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ;

. Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran
Negara Republik, Indonesia Nomor 3953);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedomaan Umum
Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4155); ’

. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Pemyusunan

Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan | Penyesuaian  Peristilahan dalam  Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun
2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Dacrah ; '
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17.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun
2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan
beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri
dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kedii Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 17 Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Sumber
Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 3
SeriD);

Peraturan Daerah Kabupaten Kedii Nomor 7 Tahun 2002 tentang
Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Kediri
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 SeriE ) ;

Dengan persetiijuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN . DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT @I KEDIRI NOMOR 12 TAHUN 1991 TENTANG
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN DAERAH TINGKAT Il KEPADA PEMERINTAH DESA DAN
PEMERINTAH KELURAHAN.

Pasal 1

Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12

Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian
Dacrah Tingkat II kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan
dinyatakan tidak berlaku.



4 Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri.
Disahkan  di  Kediri -
' pada tanggal 9 - 6 - 2003
BUPATI KEDIRI,
g ' TTD.
Ir. H. SUTRISNO
Diundangkan di Kediri

pada tanggal 9 - 6 - 2003

SEKRETARIS DAERAH
LI

Drs. H. DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI A
> TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI B

Disalin sesuai dengan aslinya
: ambil salinan

NIP- 6107087 537



